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PENDEDIKAN’ HUKUM KEDUDUKAN (HUKUM) ?EREMPUAN
DI INDONESIA (SUATU STUDI TENTANG o '
KESETARAAN GENBER) o :
LEGAL EDUCATION (LEGAL} POSITION OF WOIMEN IN
: INDONESL‘!L (A STUDY: ON LEGAL EQUALITY)
g e And;. Subri* _ &
(Naskah d1ter1ma 24 / 6 /2010 chsetu;m 4/ 8/ 20 10)

I _ Abstrak coe R b e .
Pasal 27 ayat {1) Undang—Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia
Tahun 1945 menyatakan: “segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan-tidak ada
kecualinya.” Ini mempertegas bahwa kedudukan hukum setiap warga
negara Indonesia baik laki-laki’ maupun perempuan adalah sama.

Namun dalam implementasi sesuai dinamika kehidupan masyarakat,

berbangsa dan bernegara, kedudukan (hukum) perempuan di Indonesia
ternyata belum sepenuhnya sesuai-harapan {das sollen} sebagaimana
dicita-citakan. Oleh karena itu kajian dalam konteks pendidikan
hukum: kedudukan (hukum) perempuan di Indonesia — sebagai suatu
studi tentang kesetaraan gender, membahas, menganahsa menelaah_
dan mengkaji hal-hat yang belum banyak diketahui kaum perempuan
sebagai salah satu upaya pencerahan kepada masyvarakat. Sehingga -
mengenal, mengetahui, memahami bagaimana kedudukan (hukum)
perempuan di Indonesia atau secara lebih spesifik hak-hak, fungsi
dan peran perempuan menurut hukum negara {tata negara), menurut
hukum adat dan menurut hukum Islam dalam rangka upaya menuju
keadilan dan kesetaraan gender adalah bagian dari pendidikan hukum
dalam rangka pemupukan kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci: kedudukan (hukum} perempuan di Indonesia dan atau
: secara lebih spesifik hak-hak, fungsi dan peran
perempuan dalam rangka menuju keadilan dan

. kesetaraan gender

Abstract

Article 27 section {1} of the Constitution of the Republic of Indonesia Year
1945 stated: “All citizens equal before the law and government and must
uphold the law and government without exception”. This confirmed that the
{legal) position in every Indonesian citizen, both men and women are equal.
But in the implementation correspond with community life, national and
state, legal position of the women in Indonesia apparently not fully fit the
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Jully fit the expectations {das sollen) as aspired. Therefore, the studies in
the context of legal education: the {legal) position of women in Indonesia -
as a study on gender equality, discuss, analyze, review and assess the
things that women are not yet widely known as one of enlightenment effort
10 the community. So that recognizing, getting know, understanding on how
‘the (legal) position of women in Indonesia or, more specifically the rights,
Junctions and roles of women under the state law (state system), common
law, Islamic law to gain justice and gender equality, is a part of legal

‘education in order to fertilize the public legal awareness.

Keywords: (legal) position of women in Indonesia and or in specific, the
- . women rights, functions and roles in order to gain justice and
©oo gendereguality o e« FY :

A.. Pendahuluan .

~'Membicarakan kedudukan hukum seseorang atau
SekﬁiQIﬁPOk__O__r_ang,-adalah- suatu hal yang berbeda dan
bermakna lain manakala membicarakan kedudukan menuzut
hukum seseorang atau sekelompok orang. Fokus bahasan dan
makna pernyataan yang pertama adalah menyangkut
kéduduk_an hukum seseorang atau sekelompok orang, misal
seseorang atau sekelompok orang sebagai “penguasa” dari
suatu institusi atau lembaga. Sedang pokok bahasan dan
‘makna pernyataan kedua adalah menyangkut kedudukan
séséo:_ra_ng atau sekelompok orang “menurut” hukum, politik,
agama, sosial, budaya dan lain-lain. Misal kedudukan
Seééorang "sebagai tokoh masyarakat (berarti menurut hukum
dan sosial), tokoh agama (berarti menurut ketokohan di bidang
agamaj.

- Terminologi ini penting penulis kemukakan, satu dan lain
hal agar diperoleh kejelasan arti dan makna, menghindari
hal-hal yang dapat mengundang tafsir yang berbeda. Oleh
karena itu, arti dan makna “menurut” oleh penulis dibuat “di
dalam kurung” sebagaimana judul, yang secara lebih spesifik
pengertian kedudukan menurut hukum, menurut penulis lebih
tepat dikategorikan sebagai “hak-hak, fungsi atau peran”.

Mengkaji kedudukan hukum perempuan sangat berkaitan
erat dengan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah
SWT. Al-Qur’an sebagaimana surat Al-Hujurat: 13 menvatakan:




Pendidikan Hukum: Kedudukan (Hukum) Perempuan di Indenesia.

“Waheu "8{31_111"1111 :'ma_nusia,’"'S'esungguhnya'kami telah "

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang:
perempuan. Dan:-kami menjadikan kamu, berbangsa-bangsa -
dan bersuku suku, agar. kamu: sahng mengenal Sesungguhnya.-
yvang pahng muha diantara kamu disisi Allah adalah yang paling.
bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahul 1ag1 maha
mengenal 7 .

Kutlpan ayat. Al- Qur an, tersebut dlatas merupakan
"pengantar awai atas ka;zan terhadap kedudukan hukum
_perempuan d1 Indenesia dan tidak teriepas dan konteks,
pendidikan hukum dalam rangka mencerdaskan kehldupan'_'_
bangsa y -
“Menurut hukumn, manusza (orang) adalah pemegang hak_
dan kewajiban. Hak d_an kewajiban tersebut melekat pada
orang, termasuk yang dipersamakan dengan orang seperti
Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum (recht persoon):
Hak dan kewajiban orang-orang tersebut secara teori berbeda
satu sama lain, sesuai dan tergantung dimensi ruang dan
waktu yang berlaku bagi masing-masing orang. Walaupun
demikian pada dasarnya (menurut hukum) setiap orang
memiliki hak dan kedudukan yang sama di dalam hukum
sebagaimana Pasal 27 ayat {1} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Ini berarti, kedudukan hukum
perempuan adalah sama dengan kedudukan hukum laki-laki.

Bagaimana implementasinya? Penulis akan mencoba
mengkaji kedudukan hukum perempuan di Indonesia yang
tentunya mengacu kepada sumberyaity Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian bersifat
komprehensif “teori” dan “praktek” terhadap kedudukan
hukum perempuan di Indonesia dalam kehidupan masyarakat
sechari~-hari sesuail pengamatan empirik. Sehingga akan
diperoleh suatu deskripsi “das sollen” (sesuatu harapan)
sebagaimana dicita-citakan politik hukum di Indonesia dan
suaiu “das sein” (sebagal suatu kenvataan).

Satu hal yang tidak dapat dihindari, perspektif kajian
dapat berkembang menjadi luas dan akan banyak
bersinggungan dengan pluralisme hukum vang berlaku di
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terbatas ‘'menurut hukum negara, hukum adat dan hukum
Islam sebagai salah satu pluralisme hukum yang bersifat
positif dan berlaku. kini. ‘Harapan penulis khalayak pembaca
memperoleh suatir ‘pencerahan dalam mengenal, mengerti dan’
memaham1 kedudukan (hukum} perempuan d1 Indonesm o

B_._ Acuan Teoritik - - ;
Pasal 27 ayat (I) Undang—Undang Dasar Nega_ra Repubhk__‘

. Indonema ’I‘ahun 1945 menyatakan seoala warga negara_j;

bersamaan keduduk&mnya di dalam hukum dan pemermtahan_' '
dan waﬂb menjunjung hukum dan pemermtahan itu denganf.
tidak ada kecualmya ° Makna dari Pasal 27 ayat (1) UUDNRI
Tahun 1945 ini memberzkan pengertlan dan substansi yang
_;elas dan past1 bahwa tzdak ada perbedaan (diskriminasi) bagi
se;_tzap orang (Warga : ne_gara) di .dalam hukum dan
pemerintahan. Ini berarti, setiap warganegara (laki-laki dan
perempuan) mempunyai kedudukan sama di dalam hukum
dan pemerintahan.

Dan bertolak dari judul tulisan yang dimintakan kepada
penuhs pada hakekatnya tidak ada persoalan tentang
kedudukan hukum perempuan di Indonesia, karena
sesungguhnya kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai
warga negara adalah sama sebagaimana prinsip equality before
the law. Penulis cenderung merumuskan makna yang tersirat,
sebagai titik tolak dasar pemikiran dan lebih kepada realita
pelaksanaan hukum di Indonesia, khususnya terhadap
kedudukan perempuan di Indonesia. Oleh karena itu,
kedudukan (hukum) perempuan harus dan tidak terlepas dari
tujuan hukum yang hendak dicapai dan atau upaya-upaya
hukum apa yang dapat dilakukan untuk tercapainya tujuan
sebagai politik hukum.

Sebagaimana Mahfud MD, politik hukum mencakup
setidaknya:

Pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum
yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka
iﬁé'ncapaian tujuan negara. Kedua, latar belakang politik,

ekonomti, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum. Ketiga,




Pend-irﬁl:an Hulkus:, k’f-rindnlmn I‘Hu%«—nml-Permel:m_di 'Tﬂf!l"\ﬂ_?&i#“ :

""'penegakan hukum Ty dalam kenyataannyal g e
Dan sebagaumana penuhs ‘telah kemukakan, kapan: '
'komprehen31f pemhal penegakan hukum (upaya—upaya) sesueuf-
realita’ apakah mendekatl ‘teori- teon sebagalmana yang dicita- .
mtaka:a oleh hukum? Untuk itu dapat dzkemukakan suatui-
ka31an sebagal benkut i :: L S -

. Hukum Adat sebaga:l Hukum Dasar yang. Txdak Tertuhs;-;_:. :

Golo_ngan penduduk Burm Putera atau pr;buml adalah ..

sebutan bagi penduduk asli Indone&a {sebelum merdeka) dan“" S

d1gt_1_r_1a_kan oleh pemen_ntah kolonial Belanda yang I_nenjajahf
kita selama 350 tahun. Penduduk pribumi ini hidup dalam
kebersahajaan, umumnya tidak berpendidikan, miskin harta
dan pengetahuan dan dalam ke]mdupa_n kescharian’ tergolong
taat kepada sang pencipta-alam {Tuhan Yang Maha Esa) sebagai
suatu kepercayaan, terutama‘sebelum masuknya agama Islam
yang disebarkan oleh para pedagang rempa,h atau ulama yang
mensyiarkan agama Islam.’

Kebiasaan-kebiasaan yang dijalani dalam kehidupan
keseharian'ini sangat ‘dipatuh taati oleh ‘'segenap pendudulk,
sehingga merupakan hukum rakyat yang tidak tertulis dan
disebut hukum adat (adat recht) sebagai hukum yang hidup.
Hukum yang. hidup menurut Van Vollenhoven tidak mungkin
dzrekayasa dengan cara mengaturnya dalam suatu aturan-
aturan.’ Konstitusi. Indones1a {Undang Undang Dasar Negara
Repubhk Indones1a Tahun 1945} menyatakan. secara tegas
bahwa. un_dang undang d_as_ar sebag;an dari. hukum dasar. Ini
berarti, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 adalah sebagai hukum dasar yang tertulis, sedang
disampingnya berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis
yaitu: aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam
praktek penyelenggaraan negara (pemerintahan) meskipun
tidak tertulis.

' Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2009} hlm. 4.

2 msnetandyo Wisniososhrots, Do bakum. bolomial. ke, budoim. nosional,. Llakaria: Bais

Grafindo Persada,. 1994), hlm. 130.
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Ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tersebut secara tersurat maupun tersirat membawa
konsekuensi berlakunya pluralisme hukum di Indonesia yang
memang penduduk (warga negara) Indonesia terdiri dari
berbagai ragam suku, dari Sabang sampai Merauke, dari
Miangas sampai Rote dan dibingkai dalam Bhinneka Tunggal

“Ika. Salah:satu pluralisme hukum tersebut-yang sangat kental
dengan penduduk (warga negara) Indonesia adalah hukum
édgt yang berpaduan dengan hukum Islam, dan dalam praktek
kehidup_an sehari-hari lebih mudah diterima oleh anggota
masyarakat.

2. Pluralisme Hukum

. Kebijakan pemerintah kolonial di Hindia Belanda membagi
atas 3 (tiga) golongan penduduk dengan memperlakukan sistem
hukum yang berbeda sesuai golongan yaitu:

a. Golongan Eropa, seperti bangsa Belanda atau bangsa Eropa
lainnya;

b. = Golongan Timur Asing, seperti bangsa Cina dan India;

¢. - Golongan Bumi Putera, yaitu orang-orang Indonesia asli.

~Kebijakan ini diberlakukan selepas periode politik
eksploitasi kasar melalui “cultuur stelsel’” pada sekitar tahun
1850 yang dilakukan dengan cara-cara monopoli usaha oleh
badan usaha VOC yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah
kolonial Belanda. Dasawarsa selepas tahun 1850 yang ditandai
bergaungnya suara-suara humanistik menghendaki
dilakukannya perbaikan nasib rakyat pribumi dan mencegah
tidak terulangnya eksploitasi,® terhadap kekayaan alam, dan
tenaga (fisik) rakyat pribumi.

Periode ini mengubah arahan etik, sehingga disebut
“politik etik” sebagaimana saran Broorschooft® untuk menyebut
garis atau arah baru dalam kebijakan politik pemerintah
kolonial Hindia Belanda pada awal abad ke-20 yang ditandai

2 Ibid., hlm. 114,

* o Ibid., hlm. 116,
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~ sebagai masa perahhan pada tahun. 1890 19 10, melalulwm

konsohdas1 yang’ terwujud dalam- proses yaxtu mtenmﬁkas.l
pemermtahan diJawa dan- ekstensmkas.l pemermtahan ai
luar ‘Jawa, khususnya’ Aceh ‘Bali dan Lombok 5 Perubahan
kebljakan pemenntahan kolonial Hindia ‘Belanda yang: semula
bers1fat ekonomi, sosial dan’ budaya ke ‘politik tersebut: sebagal :

~“politik etik?" dztu_}ukan untuk: memperszapkan kehlciupan S

'_-'_'-bern-egara bag1 rakyat Hmdaa ‘Belanda, “melalui suatu

' 'sebaga1 bag1an dari’ kerajaan Belanda & Volksraad sebagai
stiatu badan (kuasi) legxslatif diadakan dan dikembangkan olel
pemermtah koloniial Hindia Beianda ‘Organisasi pemermtaha_n
ditata ‘ulang dalam” rangka efektivitas ‘dan efisiensi
administrasi pemérintahan eksekutif. Demikian pula ‘badan-
-badan pengadilan khususnya ‘yang berkaltan dengan
pengelolaan perundangan dan penerapan hukum. ' '

Konsekuensi lebih lanjut dari politik etik ini adalah
timbulnya kesadaran kaum muda terpelajar yang sudah tidak
percaya lagi kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk
mewujudkan zelfbestuur di Hindia Belanda. Kebijakan politik
etik ini menurut Scetandyo Wignjosoebroto mendapat tempat
karena pemerintah kolonial berada di tangan kabinet Partai
Konservatif dengan Perdana Menteri Abraham Kuyper (1901-
1905) sebagai scorang penganjur politik “voogdy” (perwalian)ﬁ

Dalam perjalanan politik etik ini diketahui timbulnya
kontroversi-kontroversi atas kebijakan yvang bersifat klasik
antara kelompok universalisme dan kelompok partikularis.®
Kelompok universal berpandangan bahwa budaya
meng’eropa’kan penduduk Hindia Belanda akan membawa
kemajuan dan peningkatan taraf hidup. Sebaliknya kelompok
partikularis berpandangan bahwa kemajuan dan peningkatan
taraf hidup penduduk pribumi dapat saja diupayakan tanpa
perlu meng’eropa’kan terlebih dahulu secara paksa apalagi

Ibid., him. 111.
Ibid., Rlm. 118
thid,, him,. 121
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semena-mena terhadap kehidupan penduduk pribumi.
Kontroversi ini melahirkan perbedaan konsep daiam
keb;gakan pendidikan yaitu mendayvagunakan pendidikan
sebagai bagian dara strategi akulturasi peradaban eropa di
satu pihak, dan atau mendayagunakan pendidikan sebagai
.bagian dari strategi untuk perbaikan sosial ekonomz penduduk
_pribumi sesuai situasi dan kondisi di lain pihak. 2
oo Dan sebagaimana dimaklumi sesuai situasi kondisi polmk
.dz Hmdza Belanda ketika itu; tekanan dan kekuatan. politik
yang dzdukung pejabat pejabat pemermtah kolonial Hindia
Belanda sangat “berharap” agar golongan rakyat pribumi
tunduk kepada.prinsip-prinsip hukum Belanda. Namun
perjuangan gigih Van Vollenhoven-seorang ahli hukum adat
yang membela dan memperjuangkan pengakuan atas hukum
adat, dapat “mementahkan” rancangan undang-undang
Idénburg yang kala itu telah diterima oleh parlemen Belanda.
Dan akhirnya dicapai kompromi yang intinya bahwa hukum
rakyat yang tidak tertulis-atau disebut hukum adat, hanya
boleh digantikan oleh hukum eropa bila dalam kehidupan
sehari-hari rakyat pribumi benar-benar memerlukan hukum
eropa.

Sepintas kompromi tersebut melambangkan kemenangan
bagi kelompok yang berpandangan bahwa hukum barat yang
lebih dianggap superior dapat diterapkan untuk orang-orang
pribumi dengan modifikasi yang disesuaikan dengan
nomenklatur hukum adat yaitu berupa penundukan diri secara
sukarela, bahkan penundukan diri secara diam-diam terhadap
hukum eropa. Di lain sisi, kompromi walaupun dilarnbangkan
sebagai suatu kekalahan bagi kelompok yang berpandangan
bahwa hukum adat sesungguhnya adalah hukum vang hidup,
dimana adat, hukum adat dan kebutuhan hukum rakyat
pribumi terpenuhi® secara psikologis-politis memperoleh
kemenangan.

® John Ball, Indonesian Law Commentary and Teaching Materials, Faculty of Law Uni-

versity of Sidney. 1985, bim.. 36 dalam. Soetandyo Wisninsosbrote, der.Hulum. Kolonial
ke Fulkum Nasional {Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) him. 127.
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Usaha Van Volienhoven akh1rx1ya membuahkan hasﬂ D
' Plurarlsme hukum d1 Hmcha ‘Belanda: ‘secara’ resnn_'
'Zdzberlakukanm melalm Pasal 131 Indzsche Staatsregelmg tahun -
'1927 yang menetapkan golongan golongan penduduk I—Imdla

'(no*___ odmamzcs) yang j nmjau hukum yang mengatur
perbuatan-perbuatan tertentu.'t’ : '

~Untuk itu, penuhs mencoba mengetengahkan kapan .
secara komprehenmf atas hukum yancr mengatur perbuatan—
perbuatan tertentu di b1dang hukum negara [tata negara),
hukum adat dan hukum Islam utamanya yang berhubungan_
denga_n kedudukan (hukum} perempuan di Indone31a ' '

Maggle Humm mengemukakan bahwa teom femmls
(femmtst theory)'? secara umum cenderung memuat tiga faktor .
yaitu: persoalan gender, dimana kaum perempuan ditekan
untuk selalu menguntungkan kaum laki-laki; konsep patnarkl
{(dominasi kaum laki-laki untuk lebih berperan dalam lembaga-
lembaga politik dan ‘sosial khususnya) dan pengalaman dan
pengetahuan kaum perempuan yang melatarbeiakang1 untuk
mempersoalkan (membentuk) atau: mengembangkan suatu
masyarakat yang tidak ‘berorientasi kepada seks.

-~ Asumsi teori ini dalam perkembangannya mendapat respon
positif sehingga banyak menelurkan aktivis-aktivis perempuan
dengan agenda perjuangan. antara lain: mengikis habis-pelan
tetapi pasti-perihal stereoiype gender disamping upaya-upaya
perbaikan terhadap konstruksi lembaga-lembaga politik dan
sosial, khususnya terhadap peran dan kedudukan kaum
perempuan. Perjuangan kaum perempuan tersebut umumnya
(ada) karena pengalaman-pengalaman yang menimpa kaum

a Soetanciyo Wignjosoebrote, ec.cit, hlm. 132,

Y Jimly Asshiddigie dan M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jai«:arta
Konstitusi Pers, 2006) hlm. 8.

2 adam Kuner dan Jessice Kuper, The Social Science Encuclopedia, teri, Haris

Munandar dkk, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000} hlm. 354.
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perempuan seperti: masalah seéksualitas, 11ngkungan pekerjaan
dan atau termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan
masalah-masalah perempuan secara universal.

C. “Kajian ‘Analitis

Studi tentang gender memiliki perspektif antropolog1

sosiologi dan psakologl Gender sermg disalahartikan sebagai
“konsep tentang perempuan, padahal ya_ng sebenarnya adalah
'merupakan konstrukm budaya tentang dua mahluk hldup yaj.tu
laki-laki dan ' perempuan Perbedaan dan persamaan didalam
pergaulan laki-laki dan perempuan dan di mterpretaszkan
dalam berbagai konteks menyebabka_n muncuinya persepsi-
persepsz dalam berbagai hubungan sosial.

Gender sering diartikan dengan seks ya_ng secara biologis
d1deﬁn131kan dalam kategori laki-laki dan perempuan. Secara
sederhana gender dan seks dapat diterjemahkan sebagai
“jenis kelamin”. Namun dalam hal konotasi gender dan seks
memiliki perbedaan karena seks lebih merujuk kepada
p_engertian biologis, sedang gender lebih kepada makna
sosial.!?

. Menurut kaum laki-laki, perempuan secara kodrati
berfungsi memelihara sesuai perannya sebagai pengurus
rumah tangga (home maker) yang mengurus dan membesarkan
anak. Perempuan lebih dikuasai emosi dibanding laki-laki,
sehingga laki-laki (terkadang) merasa lebih superioritas dari
perempuan. Persepsi yang kurang tepat dan banyak
diperbincangkan ini merefleksikan perbedaan pemahaman
tentang hubungan secara alami {kodrati) dan budaya dalam
kehidupan sosial (termasuk kehidupan organisasi politik dan
sosial). Sehingga karenanya, disadari atau tidak persepsi yang
menyatakan bahwa peran sosial perempuan tidak dapat
disamakan dengan laki-laki, kadang (seolah) dibenarkan oleh
kaum perempuan dengan pertimbangan bahwa sifat kodrati
fisik perempuan, menyebabkan perbedaan-perbedaan.

Bagaimana kedudukan {(hukum) perempuan di Indonesia?
Penulis akan mencoba menganalisis secara “komprehensif” dan
“terbatas” sesuai konteks dalam batasan kajian, antara lain:

Yoibid,, him. 391,




Pendidikan Hukum: Kedudukan (Hukum) Perempuan di Indonesia

1

W

. Di Bidang Hukum Negara {Tata Negara)
+-a) Perihal keterwakilan :perempuan-di bidang politik:
Dalam hal pembentukan partai politik"

Pasal ‘2. ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik menyatakan: “pendirian

-dan pembentukan partai: pohtlk menyatakan 30%
: il_keterwakﬂan perempuan Dl o

Dalam hal: kepengurusan partai poiztlk : :
3 ';-Pasai 2. ayat (2} Undang Undang Nomor 2 T ahun

2008 tentang Parta1 P011t1k menyatakan:

“kepengurusan:partai politik di tingkat pusat

_‘disusun dengan menyertakan paling rendah 30%

(tiga puluh) keterwakilan perempuan”

‘Dalam hal pendidikan politik
Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik menyatakan : “partai

politik melakukan pendidikan politik bagi

masyarakat sesual dengan ruang lingkup

tanggung jawabnya dengan memperhatikan
keadilan dan kesetaraan gender”, denga_n tujuan
antara lain: :

a) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban

~ masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara

b) Memngkat_ka_n partisipasi politik dan inisiatif

' masyaraké_ijc dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, dan;

c) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan,
dan membangun karakter bangsa dalam
rangka memelihara persatuan dan kesatuan
bangsa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik tersebut menurut penulis telah

menunjukan kemajuan sebagai akibat “protes”

ketidakpuasan kelompok-kelompok aktivis
perempuan di bidang politik. Ini membuktikan
telah adanva kesetaraan gender vang harus
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diresponisecara’ positif ‘dan berkesinambungan
melalui peningkatan ‘kualitas sumber daya manusia
(SDM},: mengingat keterwakilan perempuan tersebut
- sebagai media dan-tempat pembeiajaran dalam
~rangka kehidupan demokrasi.

- Perxhal Kesetaraan di Bidang Politik, Pemerintah dan HAM

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asam Manusia:(HAM), pada intinya menyatakan

: Z'_:.'bahwa “keterwakllan perempuan adalah pemberian
kesempatan bagi perempuan untuk melaksanakan
- operannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif,
" kepartaian, dan: pemzhhan umum menuju keadilan dan

kesetaraan gender”. :
Perihal HAM diatur.dalam Pasal 28A~«28J Undang-Undang

“Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdiri

~dari 26 ayat. Hak-hak tersebut bila diperinci dalam rangka

“pemenuhan menuju keadilan dan kesetaraan gender

meliputi:

¢ = Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan
kehidupan.

® Hak membentuk keluarga dan melanjutkan
. keturunan.

e Hak bagi anak atas kelangsungan hidup serta
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

° Hak untuk mengembangkan diri, mendapat

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
_pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.

¢  Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan

hak.

¢ Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum.

¢ Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil.

» Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.

e Hak atas status kewarganegaraan.
e Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat

menyrk Aagama




Pendidi] an'Hukum"Kedudukan (Huk'umz Peremb.'u.an di Indonesia © )

e e

"'-'-:'.'-:Hak untuk bebas memmh pendidikan dan penUaJ arann. 7
" +Hak untuk bebas memilih pekerjaan.: '
‘Hak untuk bebas memilih tempat tinggal. ..
~Hak untuk bebas meyaklm kepercayaa_n menyatakan
plkiran dan szkap sesual hati purani. .. 7 :
.Hak: untuk bebas bersenkat berkumpul dan.
o __._._"'__mengeluarkan pendapat S
Yy '-.'._'_'-ﬁ_:Hak un_tuk berkomumkasz dan memperoleh mformam o

tas perlmdungan d1r1 przbad1 keluarga,_.--
harta benda. : . '

" 'Hak atas’ rasa_aman dan perhndungan dar1 ancaman :
ketakutan. . e
""'Hak untuk bebas dan penyzksaan atau periakuan
_ :_;yang merendahkan deragat ‘martabat. manusia.
. 'Hak untuk mempemleh suaka pol1t1k
 Hak’ untuk hu:iup sejahtera lahir batin.
‘Hak untuk memperoleh peiayanan kesehatan.
‘ Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan
‘khusus guna mencapai persa.maan dan keadﬂan
“t Hak atas’jaminan’ sosial. g} :
“Hak untuk mempunyai milik pribadi.

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan‘hati nurani, hak beragama,

- hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
i sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Hak atas identitas budaya.

Hak-hak tersebut di atas khususnya hak-hak yang
menyangkut kaum perempuan dalam implementasinya

.. belum sepenuhnya berlangsung sesuail harapan.

2. -D1 B:dang Hukum Adat

Per1ha1 kedudukan (hukum) perempuan di bidang

hukum adat, menurut penulis, sistem kekerabatan
materilinial di Minangkabau patut dan pantas untuk
diketengahkan. Sebagaimana menurut Mina Elfira®?

B Mina Elfira, Minanakabaw vang Lain: Neggsiosi Matrilinial, Islam dan Identitas

Minangkabau (Jakarta: Makalah Pribadi, 2065) hlm. 1.

b2
Y
[
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- ~karena Minangkabau 'méngaplikasi dan menginterpretasikkan

nilai-nilai adat dalam kehiciupan keseharian masyarakat
Minangkabau. SRR e '

“Sistem ‘matrilinial. adaiah sistem yang mengatur
kehidupan dan ketertiban masyarakat yang terikat dalam

kekerabatan garis ibu (perempuan}. Ini berart:l. seorang
laki-laki atau perempuan merupakan klan dari garis ibu

"""-(perempuan) ‘Sistem matr111n1a1 oleh masyarakat
Mmangkabau d1pertahankan sampeu sekarang, bahkan
~ selalu d1sempurnakan untuk dlsesumkan sebagaamana '
" sistem adat’ yang berlaku, terutama 1mplementa31 dalam

kehidupan sehari-hari, Dalam praktek peran penghulu

atau ninik mamak merupakan penentu yang dapat berlaku
sebagai mdlkator untuk mengetahul apakah mekanisme
sistem matrlhmal berJ alan dengan baik atau sebaliknya.
Perempuan d1p031szkan dalam kehidupan sebagai

_penglkat pemehhara dan penyimpan. Sehingga
karenanya, perempuan mene_rlma hak dan kewajiban

tanpa harus melalui mekanisme prosedural. Laki-laki
hanya diberi halk untuk. mengatur dan mempertahankan

‘saja.

Kedﬁdukan, fungsi dan peran perempuan sebagai

.p.engikat dan pemelihara dianggap sebagai sebuah
- kekuatan sistem adat yang tetap dijaga sampai sekarang.

Sistem ‘matrilinial, bukan untuk mengangkat dan
memperkuat peranan perempuan, tetapi untuk menjaga,
melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan,

- baik rumah gadang, tanah pusaka dan sawah ladang.

Sedang kedudukan, fungsi dan peran perempuan sebagai
penyimpan, dapat diketahui dari semua harta pusaka
menjadi milik perempuan, dan tidak menjadi milik laki-
laki. Harta pusaka harus tetap dilindungi atau disebut
“pusako tinggi” sedang yang boleh dibagi disebut “pusako
rendah”. Sebagaimana ungkapan pepatah ambun puruak
atau tempat menyimpan, perempuan hanya menerima
bersih tentang hak dan kewajiban didalam adat,
perempuan tidak diikutsertakan karena yang memutus
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Menurut Irman Gusman'®, sistem matrilinial dan

. islam merupakan satu kesatuan adat dan sebagai suatu
. identitas budaya Minangkabau, “adat basandi syaral,
- syarak basandi kitabullah” (adat bersendi syariah, syariah
bersendi kitab suciAl- quranj.- ‘Dan dalam sistem
_";--__-matrlhnzal sebagazmana Irman Gusman, perempuarn
" memegang peranan penting bukan saja peneru s
--:_;_-_._".-{keturunan tapi juga, sebagal pemilik - harta warisan dan
___'-'_;mana_}er dari keluarga.’® Kedudukan perempuan yang. -
' signifikan ini dapat menunjukan berhasil atau tidaknya’
" pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan oleh mamak
- {paman dari ibu) dan penghulu (kepala suku). Islam sangat
~mewarnai adat di Minangkabau, sehingga ada ungkapan
~bahwa Islam adalah sebenar benarnya adat—adaik nazmn

: -sabana adalk e : :

3.:; _ ;_.Dz Bidang Hukum Isiam

Menurut Mahmoud al Ghourab perempuan memiliki

. kedudukan yang sama dengan laki-laki, tidak ada yang

membedakan antara keduanya, kecuali tingkat

‘ketakwaan.'” Pendapat dari pemikir filsuf Ibnu Arabi

- tersebut mempertegas bahwa menurut hukum islam, tidak

ada yang harus dipertentangkan antara kedudukan laki-
laki dan perempuan.

Sekalipun demikian, ada beberapa hal yang penulis catat
perihal kedudukan (hukum) perempuan menurut hukum islam
yang memiliki hak-hak yang bersifat istimewa dan memberi
nilai dan peran yang lebih luas, khususnya dalam kehidupan
perempuan dan rumah tangga.

Hak-hak tersebut antara lain, siqaq, khulu dan hak
perempuan atas dirinya sendiri.!®

5 irman Gusman, Tokoh Masyarakat Minangkabau/Ketua DPD Rl wawancara 18 Juni
2010,

% Ibid.

¥ Mahmoud al Ghourab, dalam diskusi: Perempuan Menurut Perspektif IImu Arabi,
(Jakarta: harian Repubblea Jum’at 18 Jung 20100 him, 12,

1 Hamka, Kedudukan Perempuan dalam Islam (Jakarta: Nurul Iman, 1977) him. 104,
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3 : Saqaq_ R

‘Siqag’ dapat cha;tﬂ{an miamana dalam suatu rumah
tangga antara suami istri seialu tezjadl persellss.han terus
menerus yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga dan
‘Bahkan dapat berakibat putusnya rumah tangga, maka
‘masyarakat (terutama plhak kelueu ga) hendaknya tldak

o ber31kap masa bodoh. - R AR : :
' Sebaca.zmana surat An Nisa ayat 35 yang mtmya _]Iﬁka__
' ka,mu takut terhadap persehszhan diantara kamu berdua, maka.
utuslah’ oleh mu seorang juru ‘damai (hakam) dari pihak laki-
laki ‘dan seéorang hakam dari pihak seorang perempuan. Jika
keduanya ada. keinginan damai, niscaya ‘Allah akan
memberikan taufik diantara keduanya, karena sesungguhnya
Allah Maha Tahu dan Maha Teliti”. Ayat ini menjelaskan
sebagaimana perintah Allah SWT “fab-atsu” artinya kirimlah
oleh kamu. Yang diperiniah mengirim adalah keluarga
khususnya dan penguasa masyarakat Islam umumnya (tokeh
agama-ustadz-kyai-tokoh masyarakat). Siapa orang tersebut?
Mereka adalah hakam yaitu erang-orang terdekat dari suami
istri tersebut, dipercaya akan berlaku adil, jujur dan
berpandangan Iuas. Hakam tersebut seorang dari pihak laki-
laki dan seorang lagi dari pihak perempuan. Kewajiban hakam
adalah mempelajari dengan seksama apa yang menjadi
kehendak kedua belah pihak (suami istri), dan bisa didamaikan
atau tidek. Dan dalam hal, dari keluarga dekat tidak ada orang
yang dapat melengkapi syarat seorang hakam {jujur, adil dan
berpandangan luas), maka dapat diangkat orang lain menjadi
hakam dengan persetujuan, keikhlasan dan ketulusan hati dari
masing-masing pihak (suami istri). -

Hakam dapat memutuskan “perkawinan dapat terus” atau
“cerai” bila pertimbangan hakam bahwa seandainya rumah
tangga diteruskan akan lebih banyak mudhoratnya dari pada
kemanfaatannya, atau rumah tangga tidak dapat dipertahankan
karena tidak ubahnya seperti “neraka” bilamana rumah tangga
tetap dipertahankan.

Tugas hakam adalah melakukan islah vaitu mengambil
langkah vang ferbaik setelah. mengamati, mempelaiari, meneliti

dan menelaah pokok perselisihan yang mengancam keutuhan
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' r.ﬁ'méh'““_tangga“;':-Ha‘sil dslah dapat berupa rumah tangga
diléhjutkan untuk 'fnendapat ridho "Allah ‘SWT atau:-hakam -
sependapat “fatasnhun bi 1hsan1n berceral dengan islah atau.
berplsah dengan balk baik. - ' s .

~Peran hakam dari kedua beiah plhak ini: membuktlkan-

_-’oahwa kedudukan ({hukum) perempuan menurut Islam . adalah

100 % 'sama- dengan hak laki-laki: Dan daiam praktek sesuali._]__ R
.-dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

. Perkawman penanganan perkara menyangkut szkap merupakan )
'"njutan dar1 proses pemutusan perkawman manaxala;
d1p = oleh berceral dengan 1slah—berpzsah dengan balk ba,zk

b] Khuiu {gan‘h kemgxan} :

- Dalam prakaek kehldupan rumah tangga tidak jarang
adanya persellslhan pertengkaran yang menyulut ‘emosi dan
nafsu -amarah yang tidak terkendali, sehingga pihak laki- 1al<:1
(umumnya) bertindak kasar, bahkan cenderung berlebihan yang
dapat membahayakan pihak perempuan secara fisik dan
psikologis. Kondisi ini sangat tidak nyaman bagi kehidupan
mmah tangga ye_ng diimpikan-sakinah ma wadah wa rahmah
Dan dalam hal pzhal{ istri tidak lagi kuat menanggung beban
derlta p1hak perempuan boleh memlnta “damai” untuk
bercerau

Pengertian khulu {ganti kerugian) dan damai untuk
bercerai, bersandar kepada Hadits Rasulullah SAW yang
menerangkan suatu peristiwa yang menimpa sahabat
Rasulullah bernama Stabit bin Qais bin Syammas dan istrinya
bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay. Diceritakan bahwa
Stabit suka berperilaku buruk, kejam, suka memukul dan lain-
lain. Atas perlakuan Stabit tersebut, Jamilah ditemani saudara
laki-lakinya menghadap Rasulullah dan menceritakan dengan
sebenarnya segala kelakuan Stabit terhadap istrinya (Jamilah).
Rasuluilah memanggil Stabit, untuk “mendamaikan cerai”,
dan bersabda: “maukah engkau mengembalikan kebunnya?
Jamilah menjawab “mau saja yva Rasulullah”. Selanjutnva
Rasulullah menyatakan kepada Stabit “terima kebunmu
kembali dan talak dia satu kali”,
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~-zDart hadits tersebut, Rasulullah menjadi hakim pemisah’
dan kedua belah pihak menerima putusan dengan senang hati.
Makna ‘terdalam’dari keputusan Rasulullah sebagai. hakim
pemisah ini, patut dijadikan contoh'karena sesungguhnya
:i?ﬁieﬂja'ga"wibawa-,' kedudukan ‘dan martabat diri ‘perempuan
‘dengan damai untuk bercerai lebih baik dari.pada hidup
- bersualm sepertt hldup di neraka,tersiksa.lahir cia,n batln

' ‘} E-Iak Pezempuan ata.s Dn‘mya Sendn‘z ~

'Dalam hal _m nentukan Jodoh perempuan berhak atas':
dzrmya Hachts yang d1ramkan oleh AnuNassay, At Tharmldzl
Imam Ahmad dan Muslim, berkata Rasulullah SAW:
“perempuan yang telah janda lebih berhak atas dirinya dari
pada walinya dan perempuan yang masih perawan dimintakan
izin. dari d_mnya -dan izin tersebut adalah -diam”. ;

- 'Hadits ini bermakna bahwa perempuan berhak atas dmnya
sen_dm dalam hal menentukan jodoh. Namun tidak berarti
bahwa wali (keluarga)} tidak ada peran dalam menentukan
jodoh. Perempuan Islam dalam menentukan jodoh tentunya
telah dipikirkan dengan masak-masak artinya bakal suami
adalah orang yang seiman dan sesual dengan perempuan
tersebut. Perempuan tidak akan memilih jodohnya dengan
laki-laki penzina, pemabuk, penjudi dan tidak dapat menjadi
imam bagl keluarganya. Dan adalah kewajiban wali (keluarga)
untuk mengingatkan perempuan tersebut dalam hal
menentukan jodoh, dan ini tidak berarti merampas hak-hak
kemerdekaan perempuan tetapi membatasi kemerdekaan agar
tidak disalahgunakan.

D. Penutup
Atas hal-hal sebagaimana telah dikemukakan, penulis

berkeszmpulan

1. Pengertian kedudukan (hukum) perempuan di Indonesia
sebagaimana judul yang dimintakan kepada penulis,
menurut penulis lebih tepat bila dimaknai sebagai “hak-
hak, fungsi dan peran” perempuan, mengingat kedudukan
laki-laki dan perempuan adalah setara, sekalipun secara

rudrati-ada-pertedaanarrtara Taki=Tadadarrperetipuar:
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Pendidikan Hukum: Kedudukan (Hukum) Perempuan di Indbnesia’

- 3perempuan) di Indonema menurut Pasal 27 ayat (1) =
' '--'Undang Undang Dasar Negara Repubhk Indone&a Tahun"_' '

11945 adalah sama didalam hukum dan pemerintahan, -
'3_';_'3_-'.-_".%-Kedudukan (hukum) dalam ‘artian sebagai “hak-halk, "

iifungst dan peran "bagi perempuan di Indone&a menurut o

_-';:-_;:f'g-'i'hukum negara eksistensi: kedudukannya dzakui setara
i dengan laki-laki. Sekahpun dem1k1an dalam 1mp1ementasz_:__.-. B
‘masih- dzrasakan belum- sepenuhnya sesuai’ dengan"i'.'..

:SDM untuk berperan di bldang eksekutlf yudlkatlf
: e leg1slat1f keparta;an dan pemlhhan umum untuk menu_}u' _-
*“‘keadilan ‘dan kesetaraan gender.” SR -
4. __Kedudukan (hukum) dalam artian sebag'ai “hak-hak,
~fungsi danperan” bag1 perempuan ‘di Indonesia, menurut_ :
hukum adat, eksistensi sebagai hukum yang hidup dan
- berkembang ditengah kehidupan masyarakat diakui oleh_'
- hukum negara sebagai hukum dasar yang tidak tertulis,
yang harus tetap dipelihara sebagaimana s1stem
- kekerabatan matrilinial di Minangkabau.
5. Kedudukan (hukum) dalam artian sebagai “hak-hak, fungm
‘dan peran” bagi perempuan di Indonesia, menurut hukurm
Islam sebagaimana menurut hukum adat berlangsung di
“tengah kehidupan masyarakat. Pluralisme hukum (hukum
negara, hukum adat dan hulkum Islam) dalam masyarakat
~bangsa yang majemuk ini tidak dipertentangkan, tapi
sebaliknya diakui, dipelihara dan dijaga sebagai suatu
perbedaan budaya yang terumﬁkam dalam Negara
 Kesatuan Republik Indonesia. - :
Adapun hal yang dapat penulis sarankan kepada khalayak
pembaca, hendaknya kaum perempuan tiada henti dan
senantiasa selalu memperjuangkan persamaan hak
menuju keadilan dan kesetaraan gender. Perempuan
adalah tiang keluarga, keluarga adalah tiang masyarakat,
dan masyarakat yang madani adalah tiang bangsa.
Pendidikan hukum harus berkesinambungan dalam rangka

penceratran-danmerncerdaskarn-kehidupurn barngse
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